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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari 

kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, 

melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan serta 

memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang 

sempurna (volwaardig).1 

Pasal 1 Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( 

selanjutnya disebut UU Perkawinan ) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki       

2 (dua)  aspek yaitu:  Pertama; Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam 

kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan 

secara lahir yang tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan 

terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari 

perkawinan itu. Kedua; Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya 

membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya 

                                                           
1 Titik Triwulan dan Trianto, Poligami Perspektif, Perikatan Nikah, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2007), hal. 2 
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perkawinan mempunyai hubungan  yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga 

bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.2 

Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan norma hukum yang berlaku 

dalam masyarakat, yaitu norma hukum dalam ajaran agama pada satu sisi, dan 

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada sisi 

lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yang 

menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Undang-

Undang memandang  bahwa  perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan 

perdata. Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan hubungan-hubungan 

perdata ini berarti barang siapa yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat dalam 

lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah 

apabila dilangsungkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta 

peraturan agama dikesampingkan. 3 

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan 

adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diasumsikan bahwa untuk 

                                                           
2 Titik Triwulan Titik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008),  

hal. 97 

3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 23. 
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sahnya perkawinan, maka selain harus sah berdasarkan agama, juga harus dicatat, 

sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau 

peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh negara. Hal ini penting artinya demi 

kepentingan suami isteri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan, serta harta 

yang ada dalam perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan dilakukan agar 

perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan 

pasti. Kepastian hukum inilah yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan 

kewajiban antara suami-isteri, anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah, hak 

dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak saling mewarisi antara suami-isteri 

dan anak-anak dengan orang tua, dan bagi anak perempuan bapaknya berhak 

menjadi wali nikahnya4.  

Abdurrahman dan Syahrani menjelaskan  bahwa  jika suatu perkawinan tidak 

dicatat, maka walaupun perkawinan tersebut  sah menurut ajaran agama atau 

kepercayaan, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula akibat yang 

timbul dari perkawinan itu, sedangkan salah satu tujuan dari perkawinan adalah 

untuk mendapatkan anak dan akibat dari perkawinan adalah tanggung jawab orang 

tua terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan5.  

Selain perkawinan yang dicatatkan, dalam kehidupan masyarakat ada praktik 

perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dikenal dengan istilah perkawinan siri. 6 

Pengertian perkawinan siri yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah 

                                                           
4 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum  Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hal. 248. 
5 Abdurrahman dan  Ridwan Syahrani,  Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, 

(Bandung: Alumni, 1986), hal. 16. 
6  Ahmad Sarwanto, Perkawinan Tidak Dicatatkan, (Jakarta: Cipta Karya, 2013), hal. 93 
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suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi rukun 

dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum  agama, tetapi proses 

perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dan 

tentunya perkawinan tersebut tidak tercatat dalam daftar catatan perkawinan di 

Kantor Pencatatan Perkawinan, serta tidak memiliki surat nikah yang dikeluarkan 

oleh pemerintah.7  

Perkawinan siri pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan di luar 

ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Walaupun keabsahannya 

menurut Hukum Islam tidak terganggu, karena dalam hal ini hanya menyangkut 

masalah administratif saja, tetapi akibatnya, tidak dicatatkannya perkawinan 

berimplikasi pada tidak adanya bukti otentik bahwa suami dan isteri telah 

melangsungkan perkawinan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal 

force), dan perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap 

tidak pernah ada.8 

Hukum hanya melindungi perkawinan yang dilakukan berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, sehingga terhadap 

perkawinan yang tidak dicatatkan  dinyatakan tidak pernah ada (never existed), dan 

lebih jauh lagi perkawinan semacam itu tidak dilindungi oleh hukum (no legal 

protection). 9 Hak-hak dari berbagai pihak dalam perkawinan akan dijamin 

pelaksanannya melalui pencatatan perkawinan, sehingga tidak ada pihak yang 

                                                           
7 Witanto, DY, Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK 

tentang Uji Materiil  UU Perkawinan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 151. 
8 Anshary, M.  Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hal. 30. 
9 Ibid 
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dirugikan. Seorang isteri yang ingin menuntut nafkah lahir harus dilaksanakan oleh 

seorang suami atas dasar tuntutan dari undang-undang, hak waris anak terhadap 

harta pewaris tidak akan hilang, walaupun pewaris tidak menginginkan harta 

tersebut jatuh ke tangan anaknya, dan hal ini merupakan perlindungan hukum 

terhadap para pihak dari perkawinan sah. 

Pencatatan perkawinan menjadi penting fungsinya dalam perspektif hukum 

positif di Indonesia, yang pada akhirnya bertujuan untuk membedakan antara 

keturunan sah dan keturunan tidak sah. Keturunan sah didasarkan atas adanya 

Pekawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain 

berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak 

yang demikian disebut anak sah, sedangkan keturunan tidak sah adalah keturunan 

yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, atau dalam istilah lain 

disebut dengan anak luar kawin. Hal ini seturut atau sesuai dengan bunyi Pasal 42 

dan 43 UU Perkawinan.  

Ada berbagai alasan terjadinya anak luar kawin, yang menurut Witanto, 

dikatakan bahwa berdasarkan sebab atau latar belakangnya, anak luar kawin terjadi 

karena: 10 

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita itu tidak 

mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan 

tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain; 

2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan 

                                                           
10 Witanto, DY, Op.Cit, hal. 146-147 
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dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau 

kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain; 

3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak 

diketahui, misalnya akibat korban perkosaan; 

4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak 

yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan 

suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh 

keluarga kedua belah pihak secara wajar, jika wanita yang melahirkan itu 

kawin dengan pria yang menyetubuhinya; 

5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, 

anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah; 

6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk 

menentukan lain, misalnya dalam agama Katholik tidak mengenal adanya 

cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan 

anak. Anak tersebut dianggap anak di luar kawin; 

7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku 

ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara 

Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat ijin dari 

Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari 

mereka telah mempunyai isteri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan 

anak tersebut anak ini dinamakan juga anak luar kawin; 

8. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali 

tidak mengetahui kedua orang tuanya; 
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9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil 

dan/atau Kantor Urusan Agama; atau 

10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut 

agama dan kepercayaan, serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan 

Kantor Urusan Agama. 

 Perkawinan yang tidak tercatat merupakan masalah yang cukup sering 

ditemui dikalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dilatar belakangi karena 

masyarakat Indonesia masih memegang teguh adat dan kepercayaan mereka dan 

menganggap perkawinan secara adat atau kepercayaan mereka sudah cukup sah, 

tetapi mereka tidak mencatatkan perkawinan mereka ke Catatan Sipil. Perkawinan 

secara Agama atau Adat dapat dianggap telah sah, sepanjang dilakukan sesuai 

hukum agamanya masing - masing tetapi secara Hukum belum atau tidak diakui 

oleh Negara karena belum ada pencatatan perkawinan. Hal ini dikemudian hari 

dapat menimbulkan masalah, misalnya dalam pembagian warisan. Kurangnya 

sosialisasi pemerintah mengenai pentingnya pencatatan perkawinan juga 

merupakan salah satu penyebab dari masalah tersebut. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perkawinan yang tidak tercatat dan 

bagaimana status hak waris dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut.  

1.2 Pembatasan Masalah 

Terkait dengan berbagai sebab atau latar belakang terjadinya anak luar kawin 

sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dibatasi bahwa yang 

dimaksud dengan anak luar kawin hanyalah anak yang perkawinan orang 

tuanya sah menurut hukum agama, tetapi  tidak dicatat  dalam buku/akta  nikah 
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oleh pejabat yang berwenang. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih 

jauh terhadap hak waris anak luar kawin dimaksud, mengingat adanya Putusan 

Mahkamah Kontitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang diputuskan tanggal 13 

Pebruari 2012.  

1.3 Rumusan Masalah 

Inti dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat ? 

1.3.2 Langkah hukum apakah yang dapat ditempuh bagi seorang anak 

yang lahir dari perkawinan tidak tercatat untuk mendapat hak Warisnya 

? ( Penetapan PN No. 485/Pdt.P/2013/PN/Sgt,)  

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang 

tidak tercatat 

1.4.2 Untuk mengetahui langkah hukum apa yang dapat ditempuh bagi 

seorang anak luar kawin dari perkawinan tidak tercatat  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

1.5.1.1 Sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam Hukum 

Perkawinan di Indonesia yang berkaitan mengenai sistem pencatatan 

perkawinan. 

1.5.1.2 Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi 

dan dunia pendidikan pada umumnya, sehingga dapat memberikan bahan 
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pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 

perdata pada umumnya, dan bidang hukum waris pada khususnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam 

pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pencatatan perkawinan 

 

1.5.2.2 Sebagai bahan masukan bagi pembuat undang – undang dalam merancang 

pembaharuan atau perbaikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

agar dapat mempertimbangkan keadaan masyarakat Indonesia yang masih 

belum sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan perkawinan.  

1.5.2.3 Sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan hak waris 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan makalah ini akan dibagi 

menjadi 5 (lima) bab agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. 

Adapun bab-bab tersebut adalah: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan gambaran besar dari bab-bab selanjutnya, dimana semua 

bab-bab tersebut saling berkaitan dalam mendukung pembahasan tema pokok. 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab Tinjauan Pustaka ini akan dilakukan penguraian landasan teoritis dan 

landasan konsepsional dasar-dasar yang digunakan dalam mendukung 
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penulisan penelitian, yang menciptakan kerangka teoritis dan kerangka 

konsepsional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam bab ini 

Penulis akan membahas mengenai  Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan 

secara khususnya yang berhubungan dengan Hak Waris anak yang dilahirkan. 

Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini Penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam 

memperoleh data-data yang dibahas di dalam makalah ini. Bab ini terdiri dari 

jenis penelitian, jenis data, teknik analisa penelitian dan pendekatan penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Di dalam bab ini Penulis melakukan pembahasan mengenai perkawinan yang 

tidak dicatatkan dan akibat yang ditimbulkan terhadap hak anak terhadap 

warisan dari orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinannya sesuai 

dengan ketentuan undang-undang. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian. Di dalam bab ini Penulis 

membuat kesimpulan atas seluruh pembahasan atas riset dan data-data yang 

telah dilakukan di bab-bab sebelumnya, serta saran dari Penulis setelah 

melakukan analisa seluruh data secara komprehensif.  

 

  


